[ SALINAN ]

WALIKOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 11 TAHUN 2009
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN
PENGURUS KORPRI KOTA BINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
disebutkan bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara
berhimpun dalam wadah Korps Profesi Pegawai Aparatur
Sipil Negara Republik Indonesia;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah, Kelembagaan Sekretariat
Dewan Pengurus KORPRI bukan merupakan Perangkat
Daerah;

c. bahwa Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 11 Tahun 2009
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan
Pengurus Korpri Kota Binjai tidak sesuai lagi dengan
perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan
penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu
dicabut;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah
Kota Binjai Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota
Binjai;

—

Mengingat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1092);

3.Undang-Undang.......
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Menetapkan :

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

S. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan
Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran
Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 3);

DenganPersetujuanBersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI
dan
WALIKOTA BINJAI

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN
PENGURUS KORPRI KOTA BINJAL

Pasal 1

Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2009 Nomor
11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2.......
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Pasal2
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 16 Maret 2020

Salinan engan astinya WALIKOTA BINJAL,
KEPALA HUKUM
DAERAH KOTA BINJAI
ttd
ENI, SH MUHAMMAD IDAHAM

NIP. 19710331 199803 2 003

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 16 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD MAHFULLAH PRATAMA DAULAY

LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2020 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI PROVINSI SUMATERA UTARA:

(2-27/2020)
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS
KORPRI KOTA BINJAI

[I. UMUM
Korps Pegawai Republik Indonesia, atau disingkat KORPRI, adalah
Organisasi di Indonesia yang anggotanya terdiri dari Pegawai Negeri Sipil,
Pegawai BUMN, BUMD serta anak perusahaan dan Perangkat Pemerintah
Desa Kedudukan dan Kegiatan Korpri tak terlepas dari kedinasan.

Berdasarkan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang ASN, menyebutkan bahwa Pegawai ASN berhimpun dalam wadah
Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah, menyatakan bahwa urusan Fasilitasi Asosiasi
Profesi ASN Korpri tidak termasuk dalam urusan Pemerintahan wajib, baik
yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun yang tidak berkaitan
dengan pelayanan dasar.

Berdasarkan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah, menyatakan bahwa Fasilitasi Asosiasi Profesi
ASN juga bukan termasuk salah satu wunsure penunjang urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.

Terkait hal tersebut, Kelembagaan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kota
Binjai sebagai Perangkat Daerah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu
mencabut Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kota Binjai.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 31
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